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 TENTANG 
KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD), KOMPENSANSI DAN 

HUKUMAN (PUNISHMENT) BAGI PENGGUNA LAYANAN BALAI PEMBIBITAN 
TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI TAHUN 2025 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL  

DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK  

(BPTU-HPT) PELAIHARI 

 
Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Balai 

Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak 
Pelaihari dan mengembangkan sistem penyediaan 

layanan secara cepat, mudah aman dan wajar sesuai 
dengan standar perlu untuk melaksanakan pemberian 
penghargaan (reward) dan hukuman (punishment) bagi 

Penerima layanan. 
b. berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  di 

atas   perlu   ditetapkan   Keputusan   Kepala   Balai  
Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak 

Pelaihari. 
 

Mengingat : a. Undang-undang   Nomor  14  tahun  2008  Tentang   
Keterbukaan   lnformasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan  

Lembaran Negara  Republik Indonesia  Nomor 4990). 
b. Undang-undang    Nomor   25   Tahun    2009   tentang    

Pelayanan    Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5038). 
c. Undang-undang   Nomor  5  Tahun   2014  tentang   

Aparatur   Sipil  Negara (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun  2014  Nomor  6,  Tambahan Lembaran  
Negara  Republik Indonesia  Nomor 5494). 

d. Peraturan   Pemerintah   Nomor  53  Tahun  2010  
tentang  Disiplin  Pegawai Negeri  Sipil (Lembaran  

Negara Republik Indonesia  Tahun 2010  Nomor 74 
Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 
5135). 

e. Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur   Negara     
dan     Reformasi Birokrasi  Nomor  15  Tahun  2014 

tentang Pedoman Standar Pelayanan. 
f. Peraturan   Menteri  Pendayagunaan   Aparatur  Negara     

dan     Reformasi Birokrasi    Nomor    10   Tahun    2019  
tentang  Perubahan  atas  Peraturan Menteri  
Pendayagunaan  Aparatur Negara  dan Reformasi  

Birokrasi  Nomor 52 tahun 2014 tentang  Pedoman  
Pembangunan   Zona  lntegritas  Menuju Wilayah Bebas 
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